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VISI DAN MISI
KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024,

Kementerian Agama menetapkan arah strategis pembangunan

nasional di bidang agama melalui rumusan visi dan misi sebagai

berikut:

V I S I :

“Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat Menuju

Indonesia Emas 2045".

M I S I :  

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama

menetapkan empat misi utama, yaitu: 

1.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama

yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan.

2.Meningkatkan layanan keagamaan yang merata,

berkualitas, adil dan inklusif.

3.Meningkatkan fungsi dan layanan pendidikan yang

berkualitas, merata, berdaya saing dan kemampuan kerja.

4.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-1100-tahun-2024-tentang-pedoman-penyusunan-rencana-strategis-satuan-kerja-pada-kementerian-agama-tahun-2025-2029
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RUANG LINGKUP
DATABASE HUKUM

BAB  IBAB  I



BAB I
RUANG LINGKUP DATABASE HUKUM

1. Pengertian Database Hukum
    Database didefinisikan sebagai kumpulan data yang terkait secara
logis yang disimpan bersama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan
informasi suatu organisasi. Sehingga database hukum ini dapat
didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai produk hukum yang
terintegrasi, disusun secara sistematis untuk mempermudah pencarian,
akses, dan pemanfaatan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi. Dalam konteks Kantor Wilayah Kementerian
Agama Kalimantan Tengah, database hukum berfungsi sebagai media
rujukan praktis yang memuat berbagai regulasi penting baik dari internal
Kemenag maupun lintas kementerian/lembaga yang relevan.

2. Tujuan Database Hukum
Menyediakan akses cepat dan ringkas terhadap regulasi yang
diperlukan.
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur sipil negara,
khususnya di Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Tengah dengan berbasis aturan hukum.
Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam
setiap kebijakan dan layanan.
Mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui penyediaan
informasi hukum berbasis teknologi.

3. Jenis Produk Hukum yang Termuat dalam Database
Database hukum memuat berbagai regulasi yang berkaitan langsung
dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, meliputi:

Undang-Undang (UU): Dasar hukum utama penyelenggaraan
pemerintahan dan layanan publik.



Peraturan Pemerintah (PP): Aturan pelaksana dari Undang-Undang.
Peraturan Presiden (Perpres): Kebijakan strategis nasional yang
relevan dengan Kementerian Agama.
Peraturan Menteri Agama (PMA): Regulasi teknis internal
Kementerian Agama.
Keputusan Menteri Agama (KMA): Ketentuan operasional dalam
bidang tertentu.
Surat Edaran (SE), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak): Panduan pelaksanaan teknis kegiatan.
Regulasi lintas Kementerian/Lembaga: Aturan dari Kementerian
Keuangan, BKN, dan instansi lain yang mendukung tata kelola di
Kemenag.
Produk Hukum Lintas Kementerian/Lembaga yang Relevan.



KLASIFIKASI REGULASI
KEMENTERIAN AGAMA

BAB  IIBAB  II



BAB II
KLASIFIKASI REGULASI KEMENTERIAN AGAMA

  Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi
kelembagaan, berpedoman pada berbagai peraturan perundang-
undangan yang bersumber baik dari internal maupun lintas
kementerian/lembaga. Agar lebih mudah dipahami, regulasi tersebut
dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, substansi, ataupun bidang
yang menjadi ruang lingkup kewenangan Kementerian Agama. Klasifikasi
ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai
jenis-jenis regulasi yang berlaku, sekaligus memudahkan pembaca dalam
menemukan dasar hukum yang relevan sesuai kebutuhan tugas dan
pelayanan. Dalam buku saku ini, penulis menggunakan jenis klasifikasi
aturan berdasarkan pada substansi struktur organisasi yang terdapat
dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
yaitu:

      Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki dasar legalitas yang
kuat baik dari aspek konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.
Secara konstitusional, keberadaan Kementerian Agama berlandaskan
Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk
untuk memeluk agama serta beribadat menurut kepercayaannya. Dalam
kerangka kelembagaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara mengatur bahwa salah satu kementerian yang wajib
dibentuk adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama. Atas dasar itu, sejak Peraturan
Pemerintah tanggal 3 Januari 1946 Kementerian Agama resmi dibentuk
sebagai bagian dari kabinet pertama Republik Indonesia, yang kemudian
setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama .

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008
https://kemenag.go.id/artikel/sejarah
https://kemenag.go.id/artikel/sejarah
https://kemenag.go.id/artikel/sejarah


 1.Substansi Bagian Tata Usaha
   Substansi bagian tata usaha dibagi kembali menjadi beberapa fungsi,
yaitu:
Fungsi Perencanaan, Data, dan Informasi

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dicabut sebagian
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan
Nasional.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -
2029.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada
Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Fungsi Keuangan dan Barang Milik Negara
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diubah
dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang
Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja

https://peraturan.bpk.go.id/details/40694
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/51467/pp-no-17-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025
https://peraturan.bpk.go.id/Details/260368/permen-ppnkepala-bappenas-no-5-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/260368/permen-ppnkepala-bappenas-no-5-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/260368/permen-ppnkepala-bappenas-no-5-tahun-2023
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-1100-tahun-2024-tentang-pedoman-penyusunan-rencana-strategis-satuan-kerja-pada-kementerian-agama-tahun-2025-2029
https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004
https://peraturan.bpk.go.id/Details/304894/uu-no-62-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/147306/perpres-no-98-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Details/276756/perpres-no-11-tahun-2024


Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 tentang Integrasi
Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil, diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, yang diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, diubah dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara pada
Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 Tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengguna
Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang
Milik Negara

https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-1178-tahun-2022-tentang-integrasi-belanja-pegawai-pada-kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-dan-kantor-kementerian-agama-kabupatenkota
https://peraturan.bpk.go.id/Details/67316/pp-no-7-tahun-1977
https://peraturan.bpk.go.id/Details/67316/pp-no-7-tahun-1977
https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/155892/pmk-no-202pmk052020
https://peraturan.bpk.go.id/Details/254789/pmk-no-62-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/315595/pmk-no-107-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/315595/pmk-no-107-tahun-2024
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/49172/pp-no-40-tahun-2006
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Details/121291/pmk-no-181pmk062016
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-75-tahun-2024-tentang-petunjuk-teknis-pelaksanaan-pemutakhiran-data-barang-milik-negara-pada-kementerian-agama


Fungsi Kepegawaian dan Hukum
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian
pada Kementerian Agama
Surat Edaran Nomor SE.15 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Data
Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian
Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama
Surat Edaran Nomor 13 SE Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi
Sistem Informasi Data Perizinan Bagi Orang Asing Bidang Agama
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5831/pp-no-11-tahun-2017
https://peraturan.bpk.go.id/Details/134462/pp-no-17-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Details/134462/pp-no-17-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Details/99181/pp-no-49-tahun-2018
https://peraturan.bpk.go.id/Details/132771/permen-pan-rb-no-53-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Details/132771/permen-pan-rb-no-53-tahun-2014
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-233-tahun-2023-tentang-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-pada-dokumen-kepegawaian-pada-kementerian-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/surat-edaran-nomor-se15-tahun-2023-tentang-pemutakhiran-data-kepegawaian-dan-layanan-kepegawaian-berbasis-digital
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-3-tahun-2023-tentang-pemberian-rekomendasi-perizinan-orang-asing-di-bidang-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/surat-edaran-nomor-13-se-tahun-2022-tentang-penggunaan-aplikasi-sistem-informasi-data-perizinan-bagi-orang-asing-bidang-agama
https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Details/225406/peraturan-bkn-no-6-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014


Fungsi Umum dan Hubungan Masyarakat
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama Nomor 319 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran
Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (E-purchasing) di
Lingkungan Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Fungsi Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat
Beragama

Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bidang Kerukunan
Umat Beragama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Standar Operasional Prosedur Layanan Bidang Kerukunan Umat
Beragama
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Penguatan Moderasi Beragama
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan
Penguatan Moderasi Beragama

https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-33-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-319-tahun-2023-tentang-tata-cara-pelaksanaan-anggaran-dan-pengadaan-barangjasa-anggaran-bantuan-pemerintah-melalui-sistem-elektronik-%28e-purchasing%29-di-lingkunga
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-3-tahun-2022-tentang-unit-kerja-pengadaan-barangjasa
https://peraturan.bpk.go.id/Details/131666/permenhub-no-38-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-25-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-agama
https://peraturan.bpk.go.id/Details/130631/peraturan-menag-no-19-tahun-2019
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-6-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-19-tahun-2019-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-instansi-vertikal-kementerian-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-sekretaris-jenderal-nomor-7-tahun-2025-tentang-petunjuk-teknis-pelaksanaan-bantuan-pemerintah-bidang-kerukunan-umat-beragama-pada-kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-dan-kanto
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-sekretaris-jenderal-nomor-60-tahun-2024-tentang-standar-operasional-prosedur-layanan-bidang-kerukunan-umat-beragama
https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/283213/peraturan-menag-no-3-tahun-2024


Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Agama Dan Atasan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Terpadu Pada Kementerian Agama
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.11 Tahun 2025 tentang
Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Agama
Keputusan Menteri Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama Dan
Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian
Agama

https://jdih.kemenag.go.id/regulation/pedoman-layanan-informasi-publik-bagi-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-kementerian-agama-dan-atasan-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-kementerian-agama
https://peraturan.bpk.go.id/Details/131101/peraturan-menag-no-65-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5084/pp-no-61-tahun-2010
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/surat-edaran-sekretaris-jenderal-nomor-se11-tahun-2025-tentang-optimalisasi-tugas-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-kementerian-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-kementerian-agama-dan-atasan-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-kementerian-agama


2. Substansi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.5 Tahun 2025 tentang
Pendidikan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama
Islam

https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/130886/peraturan-menag-no-60-tahun-2015
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/surat-edaran-sekretaris-jenderal-nomor-se5-tahun-2025-tentang-pendidikan-profesi-guru-madrasah-dan-guru-pendidikan-agama-islam


3.  Substansi Bidang Pendidikan Madrasah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang
Kepala Madrasah
Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman
Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah
Kejuruan
Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman
Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Details/130886/peraturan-menag-no-60-tahun-2015
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-90-tahun-2013-tentang-penyelenggaraan-pendidikan-madrasah
https://peraturan.bpk.go.id/Details/131106/peraturan-menag-no-66-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/130692/peraturan-menag-no-24-tahun-2018
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-450-tahun-2024-tentang-pedoman-implementasi-kurikulum-pada-raudhatul-athfal-madrasah-ibtidaiyah-madrasah-tsanawiyah-madrasah-aliyah-dan-madrasah-aliyah-kejur
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-347-tahun-2022-tentang-pedoman-implementasi-kurikulum-merdeka-pada-madrasah
https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022


4. Substansi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus
Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok
Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah
Haji Pembimbing Ibadah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji
Dan Umrah Tahun 14
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan
Haji

https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Details/170080/peraturan-menag-no-6-tahun-2021
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-7-tahun-2023-tentang-kelompok-bimbingan-ibadah-haji-dan-umrah
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-347-tahun-2025-tentang-petunjuk-teknis-pembayaran-pelunasan-biaya-perjalanan-ibadah-haji-pembimbing-ibadah-haji-kelompok-bimbingan-ibadah-haji-dan-umrah-tahun-14
https://peraturan.bpk.go.id/Details/281572/peraturan-bpkh-bpkh-no-4-tahun-2023


5. Substansi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,
perubahan kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 1159 tahun 2024 pedoman
pelaksanaan supervisi pencatatan nikah dan rujuk pada kantor urusan
agama
Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang
Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal

https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama-kecamatan
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-22-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-34-tahun-2016-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama-kecamatan
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-70-tahun-2022-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-34-tahun-2016-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama-kecamatan
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/pedoman-pelaksanaan-supervisi-pencatatan-nikah-dan-rujuk-pada-kantor-urusan-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-758-tahun-2021-tentang-revitalisasi-kantor-urusan-agama-kecamatan
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal


6. Substansi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 36 Tahun 2019 Kurikulum 2013
Sekolah Menengah Teologi Kristen
Keputusan Pejabat Eselon  I Nomor 290 Tahun 2018 tentang
Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 397 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Agama Kristen

https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/kurikulum-2013-sekolah-menengah-teologi-kristen
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/penetapan-kurikulum-pada-sekolah-dasar-teologi-kristen
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/penetapan-kurikulum-pada-sekolah-dasar-teologi-kristen
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/penetapan-kurikulum-pada-sekolah-dasar-teologi-kristen
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/kurikulum-2013-sekolah-menengah-agama-kristen


7. Substansi Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan
Keagamaan Hindu, diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor
10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu

https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-56-tahun-2014-tentang-pendidikan-keagamaan-hindu
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-10-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-56-tahun-2014-tentang-pendidikan-keagamaan-hindu
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-10-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-56-tahun-2014-tentang-pendidikan-keagamaan-hindu


8. Substansi Bidang Pembimbing Masyarakat Katolik
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024 tentang Sekolah
Menengah Agama Katolik
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 33 tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Di Bidang Urusan Agama
Katolik Pusat Dan Daerah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 32 tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Peningkatan Kompetensi Penceramah Agama Katolik Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 52 tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Direktorat
Pendidikan Katolik Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik
Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 61 tahun 2021 Petunjuk Teknis
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan
Agama Katolik Dalam Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik

https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2024-tentang-sekolah-menengah-agama-katolik
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/petunjuk-teknis-pemberian-bantuan-pemerintah-di-bidang-urusan-agama-katolik-pusat-dan-daerah-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-katolik
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/petunjuk-teknis-pemberian-bantuan-pemerintah-di-bidang-urusan-agama-katolik-pusat-dan-daerah-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-katolik
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/petunjuk-teknis-pemberian-bantuan-pemerintah-di-bidang-urusan-agama-katolik-pusat-dan-daerah-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-katolik
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/petunjuk-teknis-pemberian-bantuan-pemerintah-di-bidang-urusan-agama-katolik-pusat-dan-daerah-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-katolik


9. Substansi Bidang Pembimbing Masyarakat Buddha
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan
Keagamaan Buddha
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Keputusan Menteri Agama Nomor 1023 Tahun 2023 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Uttama
Dhammasekha
Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2023 tentang Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Muda Dhammasekha
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin
Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha
Nonformal

https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-27-tahun-2024-tentang-pendidikan-keagamaan-buddha
https://peraturan.bpk.go.id/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-1023-tahun-2023-tentang-kerangka-dasar-dan-struktur-kurikulum-pendidikan-uttama-dhammasekha
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/keputusan-menteri-agama-nomor-856-tahun-2023-tentang-kerangka-dasar-dan-struktur-kurikulum-pendidikan-muda-dhammasekha
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/perubahan-atas-keputusan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-buddha-nomor-24-tahun-2021-tentang-petunjuk-teknis-izin-operasional-pendidikan-keagamaan-buddha-dhammasekha-nonformal
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/perubahan-atas-keputusan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-buddha-nomor-24-tahun-2021-tentang-petunjuk-teknis-izin-operasional-pendidikan-keagamaan-buddha-dhammasekha-nonformal


10. Substansi Secara Umum
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
Agama
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013
Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Kementerian Agama
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Peraturan
Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil

https://jdih.kemenag.go.id/regulation/kode-etik-dan-kode-perilaku-pegawai-aparatur-sipil-negara-kementerian-agama
https://jdih.kemenag.go.id/regulation/perubahan-atas-peraturan-menteri-agama-nomor-28-tahun-2013-tentang-disiplin-kehadiran-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-kementerian-agama
https://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021


SARAN DAN MASUKAN

BAB  IIIBAB  III



SARAN DAN MASUKAN

POS

KLIK DI SINI

Kami menyadari bahwa buku saku hukum ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu besar harapan kami dari para pembaca
untuk menyampaikan ide, saran, dan masukan sebagai bahan
pertimbangan dalam penyempurnaan buku ini ke depannya. Silakan
sampaikan melalui link Pos di bawah ini: 

https://forms.gle/AZHiiwEhbRwM89YA8

